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I. UMUM 

Sesuai dengan amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 

2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 

(RTRWN) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan 

jangka panjang nasional, penyusunan rencana pembangunan jangka 

menengah nasional, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan 

ruang di wilayah nasional, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan 

keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, keserasian 

antarsektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan 

ruang kawasan strategis nasional, serta penataan ruang wilayah provinsi 

dan kabupaten/kota. 

RTRWN disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan 

yang berkembang, antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi 

daerah, keseimbangan perkembangan antara kawasan barat Indonesia 

dengan kawasan timur Indonesia, kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana, dampak pemanasan 

global, pengembangan potensi kelautan dan pesisir, pemanfaatan ruang 

kota pantai, penanganan kawasan perbatasan negara, serta peran 

teknologi dalam memanfaatkan ruang. 
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Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya 

pembangunan nasional juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar 

seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna 

dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk 

mencapai tujuan tersebut adalah melalui peningkatan keterpaduan dan 

keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan yang secara 

spasial dirumuskan dalam RTRWN. 

Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, 

optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan daya 

dukungnya dengan mengutamakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran 

rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda 

yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa 

dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan 

hidup, serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan 

yang berkelanjutan. Sehubungan dengan itu, RTRWN yang berlandaskan 

Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional merupakan matra spasial 

dalam pembangunan nasional yang mencakup pemanfaatan sumber daya 

alam yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup yang 

dilakukan secara aman, tertib, efektif, dan efisien. 

RTRWN memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna 

udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu 

kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang 

oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun 

melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam 

dan lingkungan sosial. Untuk itu, penyusunan RTRWN ini didasarkan 

pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah nasional, 

antara lain, meliputi perwujudan ruang wilayah nasional yang aman, 

nyaman, produktif, dan berkelanjutan, serta perwujudan keseimbangan 

dan keserasian perkembangan antarwilayah yang diterjemahkan dalam 

kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang 

wilayah nasional. Struktur ruang wilayah nasional mencakup sistem 

pusat perkotaan nasional, sistem jaringan transportasi nasional, sistem 

jaringan energi nasional, sistem jaringan telekomunikasi nasional, dan 

sistem jaringan sumber daya air. Pola ruang wilayah nasional mencakup 

kawasan lindung dan kawasan budi daya termasuk kawasan andalan 
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dengan sektor unggulan yang prospektif dikembangkan serta kawasan 

strategis nasional. 

Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, 

RTRWN ini juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola 

ruang, kawasan andalan, kawasan strategis nasional, arahan 

pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka 

menengah lima tahunan, serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang 

yang terdiri atas indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, 

arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. 

Secara substansial rencana tata ruang pulau/kepulauan dan 

kawasan strategis nasional sangat berkaitan erat dengan RTRWN karena 

merupakan kewenangan Pemerintah dan perangkat untuk 

mengoperasionalkannya. Oleh karena itu, penetapan Peraturan 

Pemerintah ini mencakup pula penetapan kawasan strategis nasional. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal I 

Angka 1  

Pasal 5 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Keterkaitan antara kawasan perdesaan dan 

perkotaan dapat diwujudkan, antara lain dengan 

pengembangan kluster, khususnya kawasan: 

a. agropolitan;  

b. minapolitan; 

c. pariwisata; dan 

d. transmigrasi,  

yang merupakan kawasan perdesaan dan 

pengembangan desa pusat pertumbuhan yang 

memiliki keunggulan komparatif dan/atau 

kompetitif dibanding dengan kawasan perdesaan 

lainnya. 
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 Huruf b 

 Cukup jelas. 

 Huruf c 

Yang dimaksud dengan “kota maritim” adalah 

kota yang berada di pantai/pesisir dan 

mempunyai fungsi kegiatan yang berkaitan 

dengan pelayaran dan perdagangan di laut. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Angka 2  

Pasal 6 

Cukup jelas. 

 

Angka 3  

Pasal 7 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

 Huruf c 

 Cukup jelas. 

 Huruf d 

 Cukup jelas. 

 Huruf e 

Yang dimaksud dengan “pengelolaan daerah aliran 

sungai” adalah upaya manusia dalam mengatur 

hubungan timbal balik antara sumber daya alam 
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dengan manusia di dalam daerah aliran sungai 

dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian 

dan keserasian ekosistem serta meningkatnya 

kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia 

secara berkelanjutan. 

 Ayat (3) 

 Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan “kawasan risiko 

perubahan iklim” adalah kawasan yang berisiko 

terkena dampak perubahan iklim. 

 

Angka 4  

Pasal 8 

Ayat (1) 

Huruf a 

Keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi 

daya mengandung pengertian bahwa kawasan 

budi daya yang dikembangkan bersifat saling 

menunjang satu sama lain sehingga dapat 

mewujudkan sinergi dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Agar keterpaduan dan keterkaitan antar kawasan 

budi daya dapat diwujudkan, diperlukan integrasi 

rencana pengembangan, sinkronisasi program, 
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dan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan 

di antara para pemangku kepentingan. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “kawasan budi daya yang 

memiliki nilai strategis nasional” adalah kawasan 

yang menjadi tempat kegiatan perekonomian yang 

memberikan kontribusi besar terhadap 

perekonomian nasional dan/atau menjadi tempat 

kegiatan pengolahan sumber daya strategis seperti 

kawasan pertambangan dan pengolahan migas, 

radioaktif, atau logam mulia. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “kegiatan budi daya 

unggulan” adalah kegiatan yang menjadi 

penggerak utama perekonomian kawasan dan 

wilayah sekitarnya.  

Agar kegiatan budi daya unggulan dapat 

berkembang dengan baik, perlu dikembangkan 

prasarana dan sarana pendukung seperti jaringan 

jalan, air bersih, jaringan listrik, dan 

telekomunikasi yang dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut dan di 

kawasan sekitarnya. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Pengembangan kegiatan pengelolaan sumber daya 

kelautan di ALKI, ZEE Indonesia, dan/atau 

Landas Kontinen didasarkan pada hak berdaulat 

atas sumber daya alam yang terkandung di 
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dalamnya berdasarkan Konvensi Perserikatan 

Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 

Internasional.  

Hak untuk memanfaatkan sumber daya alam di 

ALKI, ZEE Indonesia, dan/atau Landas Kontinen 

merupakan suatu hal yang perlu dipertimbangkan 

dalam pelaksanaan pembangunan dari 

perencanaan hingga pengendalian 

pemanfaatannya. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “daya dukung lingkungan 

hidup” adalah kemampuan lingkungan hidup untuk 

mendukung perikehidupan manusia dan makhluk 

hidup lainnya, serta keseimbangan antar keduanya 

yang ada di dalamnya. 

Yang dimaksud dengan “daya tampung lingkungan 

hidup” adalah kemampuan lingkungan untuk 

menampung/menyerap zat, energi, dan/atau 

komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke 

dalamnya. 

Huruf a  

Yang dimaksud dengan “kawasan rawan bencana” 

antara lain, kawasan rawan tanah longsor, 

kawasan rawan gelombang pasang, kawasan 

rawan banjir, kawasan rawan letusan gunung 

berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan 

rawan gerakan tanah, kawasan yang terletak di 

zona patahan aktif, kawasan rawan tsunami, 

kawasan rawan abrasi, dan kawasan rawan 

bahaya gas beracun. 

Potensi kejadian bencana dan potensi kerugian 

akibatbencana termasuk pula ancaman terhadap 

jiwa manusia. 

Kawasan rawan bencana menjadi salah satu data 

dan informasi yang penting dalam melakukan 
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analisis pada proses penyusunan rencana tata 

ruang wilayah. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan ruang 

secara vertikal” adalah pemanfaatan ruang secara 

tegak lurus baik di atas permukaan tanah 

maupun di dalam bumi dengan batas geometri 

tertentu yang disesuaikan dengan kondisi 

geografis daerah. 

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan ruang 

secara kompak” adalah pemanfaatan ruang yang 

mengintegrasikan jaringan prasarana dan sarana 

dengan kawasan permukiman yang bertujuan 

untuk mewujudkan efisiensi dalam pemanfaatan 

lahan dan meminimalisasi pergerakan manusia. 

Huruf c 

 Cukup jelas. 

Huruf d 

Pembatasan perkembangan kawasan terbangun di 

kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi 

kawasan perdesaan di sekitarnya dimaksudkan 

untuk menjaga keseimbangan pembangunan 

perkotaan-perdesaan. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

Huruf i 

Cukup jelas. 

Huruf j 

Cukup jelas. 

Huruf k 

Cukup jelas. 
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Angka 5 

Pasal 14 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Simpul utama transportasi skala nasional atau 

melayani beberapa provinsi, antara lain 

pelabuhan utama/pengumpul, bandar udara 

pengumpul skala pelayanan primer/sekunder/ 

tersier, stasiun skala besar, dan terminal tipe A. 

Terminal tipe A adalah sarana penunjang 

kelancaran perpindahan penumpang dan/atau 

barang serta keterpaduan intramoda dan 

antarmoda. Kriteria teknis penetapan terminal 

ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan tanggung 

jawabnya di bidang transportasi darat. 

Pengembangan terminal penumpang tipe A 

sebagai simpul transportasi penghubung sistem 

perkotaan nasional dapat dilakukan pada pusat 

kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, 

maupun pusat kegiatan strategis nasional. 

Terminal tipe A lintas negara tercantum dalam 

Lampiran IIIA yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. 

Huruf d 

Kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang 

berfungsi atau berpotensi sebagai pelabuhan hub 

internasional, antara lain berupa kota bandar 

internasional. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 
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Huruf c 

Simpul transportasi yang melayani skala provinsi 

atau beberapa kabupaten, antara lain pelabuhan 

regional, bandar udara pusat penyebaran skala 

pelayanan tersier, stasiun skala menengah, dan 

terminal tipe B. 

Huruf d 

Kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang 

berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi 

kelautan, antara lain berupa kota bandar nasional 

dan kota bandar regional. 

Ayat (3) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Simpul transportasi yang melayani skala 

kabupaten atau beberapa kecamatan, antara lain 

pelabuhan lokal, bandar udara bukan pusat 

penyebaran, stasiun skala kecil, dan terminal tipe 

C. 

Huruf c 

Kawasan perkotaan yang berada di pesisir 

berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi 

kelautan lokal, antara lain berupa kota pantai 

sentra pertumbuhan ekonomi lokal dan teknopark 

kelautan. 

 

Angka 6 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

 

 Angka 7  

 Pasal 18 

Ayat (1) 

Jaringan jalan strategis nasional merupakan jaringan 

jalan yang dikembangkan untuk mendukung kebijakan 
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pengembangan wilayah yang memiliki nilai strategis 

nasional.  

Spesifikasi teknis jalan strategis nasional disesuaikan 

dengan tingkat kebutuhan yang ada, sehingga tidak 

harus sama dengan spesifikasi teknis jaringan jalan 

arteri primer atau kolektor primer. 

Yang dimaksud dengan “jalan tol” adalah jalan umum 

yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan 

sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan 

membayar tol. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Jaringan kolektor primer dikembangkan pula untuk 

menghubungkan antaribukota provinsi. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Yang dimaksud dengan “jalan bebas hambatan” adalah 

jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan 

pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa 

adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi 

dengan pagar ruang milik jalan. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

 

Angka 8 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

 

Angka 9 

 Pasal 26 

Ayat (1) 

Pelabuhan umum diselenggarakan guna mewujudkan 

sistem transportasi laut yang handal dan 
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berkemampuan tinggi dalam rangka menunjang 

pembangunan nasional. 

 Ayat (2) 

Pengembangan pelabuhan utama dimaksudkan antara 

lain untuk membuka akses berbagai produk sektor 

unggulan ke pasar internasional sehingga 

pengembangannya perlu mempertimbangkan 

keberadaan kawasan Asia Pasifik yang merupakan 

tujuan ekspor terbesar di dunia. 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “jumlah besar” adalah 

pelabuhan yang melayani angkutan peti kemas 

dengan jumlah: 

1) 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) 

TEU’s/tahun untuk pelabuhan hub utama 

dan 3.000.000 (tiga juta) sampai dengan 

3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) 

TEU's/tahun untuk pelabuhan utama 

internasional yang berperan sebagai 

pelabuhan alih muat angkutan peti kemas; 

dan 

2) 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) 

TEU’s/tahun untuk pelabuhan utama 

internasional. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

 Ayat (4) 

 Cukup jelas. 

 Ayat (5) 

 Cukup jelas. 

 Ayat (6) 

 Cukup jelas. 
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Angka 10 

Pasal 28 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “Alur Laut Kepulauan 

Indonesia” (ALKI) adalah alur laut yang dilalui oleh 

kapal atau pesawat dan/atau pesawat udara asing di 

atas alur tersebut, untuk melaksanakan pelayaran dan 

penerbangan dengan cara normal semata-mata untuk 

transit yang terus menerus, langsung dan secepat 

mungkin serta tidak terhalang melalui atau di atas 

perairan kepulauan dan laut territorial yang 

berdampingan Antara satu bagian laut lepas atau Zona 

Ekonomi Eksklusif Indonesia dan bagian laut lepas 

atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia lainnya. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

 

Angka 11 

Pasal 30 

Ayat (1) 

Bandar udara umum diselenggarakan guna 

mewujudkan sistem transportasi udara yang andal dan 

berkemampuan tinggi dalam rangka menunjang 

pembangunan nasional. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
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Angka 12 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

 

Angka 13 

Pasal 34 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “kriteria teknis” adalah 

persyaratan teknis untuk pembangunan fisik jaringan 

jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang keselamatan 

transportasi perkeretaapian. 

 

Angka 14 

Pasal 35 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Untuk mewujudkan pelayanan yang cepat dan 

efisien, pelabuhan penyeberangan dikembangkan 

di lokasi yang memungkinkan waktu pelayaran 

antar 2 (dua) pelabuhan penyeberangan yang 

singkat.  

Untuk menjamin kelangsungan pelayanan 

angkutan penyeberangan, lokasi yang ditetapkan 

sebagai pelabuhan penyeberangan harus 

memungkinkan penyelenggara angkutan 

penyeberangan untuk mendapatkan keuntungan 

yang wajar. Oleh sebab itu, faktor jarak dan 

besaran permintaan angkutan penyeberangan 

harus dipertimbangkan secara bersamaan. 
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Huruf b 

Cukup jelas. 

Ayat (2a) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “kriteria teknis” adalah 

persyaratan teknis penyelenggaraan pelabuhan sungai, 

pelabuhan danau, dan pelabuhan penyeberangan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang keselamatan pelayaran.  

 

Angka 15 

Pasal 36 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Dihapus. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “pelayaran rakyat” adalah 

kegiatan angkutan laut khusus untuk barang 

atau hewan antarpelabuhan di Indonesia dengan 

menggunakan kapal layar dengan kapasitas paling 

besar 100 m³ (seratus meter kubik) atau kapal 

layar motor dengan kapasitas paling besar 850 m³ 

(delapan ratus lima puluh meter kubik). 
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Ayat (5) 

Yang dimaksud dengan “kriteria teknis” adalah 

persyaratan teknis penyelenggaraan pelabuhan utama, 

pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan 

regional, dan pelabuhan pengumpan lokal sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang keselamatan pelayaran. 

 

Angka 16 

Pasal 37 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan “kriteria teknis” adalah 

persyaratan teknis penyelenggaraan bandar udara 

pengumpul skala pelayanan primer, bandar udara 

pengumpul skala pelayanan sekunder, dan bandar 

udara pengumpul skala pelayanan tersier sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang keselamatan penerbangan. 

 

Angka 17 

Pasal 38 

Cukup jelas. 

 

Angka 18 

Pasal 39 

Cukup jelas. 

 

Angka 19 

Pasal 40 

Pembangunan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan yang 

berupa pembangkitan tenaga listrik dilakukan dengan 
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memanfaatkan sumber energi tak terbarukan, sumber 

energi terbarukan, dan sumber energi baru. 

Pembangkitan tenaga listrik antara lain berupa Pembangkit 

Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Uap 

(PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit 

Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), Pembangkit Listrik 

Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir 

(PLTN), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dan 

Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), Pembangkit Listrik 

Tenaga Gas Uap (PLTGU), Pembangkit Listrik Energi Laut, 

Pembangkit Listrik Hidrogen, dan Pembangkit Listrik 

Tenaga Energi Lainnya dan Energi Terbarukan Lainnya. 

  

Angka 20 

Pasal 40A 

Cukup jelas. 

 

Angka 21 

Pasal 41 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “gardu induk yang merupakan 

bagian yang tak terpisahkan dari transmisi listrik” 

adalah suatu sistem tenaga yang dipusatkan pada 

suatu tempat berisi saluran transmisi dan distribusi 

perlengkapan hubung bagi transformator, peralatan 

pengaman,dan peralatan kontrol. 

 

Angka 22 

Pasal 42 

Cukup jelas. 

 

Angka 23 

Pasal 43 

Cukup jelas. 
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Angka 24 

Pasal 51 

Kawasan lindung dapat diterapkan untuk mengatasi dan 

mengantisipasi ancaman kerusakan lingkungan saat ini 

dan pada masa yang akan datang akibat kurangnya 

kemampuan perlindungan wilayah yang ada. 

Penetapan suatu kawasan berfungsi lindung wajib 

memperhatikan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan 

pemanfaatan tanah (P4T) yang ada sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang 

pertanahan. 

Pengaturan mengenai kawasan lindung pada ruang laut 

sama halnya yang dimaksud dengan “kawasan konservasi” 

yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan 

bidang kelautan dan perikanan. 

 

Angka 25 

Pasal 52 

Ayat (1) 

Pengaturan kawasan hutan lindung memperhatikan 

pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung 

dan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Kawasan konservasi dilaksanakan dengan 

memperhatikan pemberdayaan masyarakat pada 

kawasan hutan konservasi melalui pengembangan 

desa konservasi, fasilitas kemitraan antara pemegang 

izin pemanfaatan hutan dengan masyarakat, 

pemberian izin jasa wisata alam, serta akses untuk 

memungut hasil hutan bukan kayu pada blok 

autozona tradisional atau pemanfaatan tradisional. 

Pengaturan kawasan konservasi memperhatikan 

pembentukan dan pengembangan wilayah Kesatuan 

Pengelolaan Hutan Konservasi dan Rencana 

Kehutanan Tingkat Nasional. 
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Kawasan konservasi memperhatikan pemanfaatan dan 

penggunaan kawasan hutan konservasi untuk 

kepentingan di luar sektor kehutanan yang diperoleh 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang kehutanan. 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil dapat berupa antara lain terumbu 

karang dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau 

biota laut yang dilindungi. 

Kawasan terumbu karang ditetapkan dengan 

kriteria berupa kawasan yang terbentuk dari 

koloni masif dari hewan kecil yang secara 

bertahap membentuk terumbu karang, terdapat di 

sepanjang pantai dengan kedalaman paling dalam 

40 (empat puluh) meter, dan dipisahkan oleh 

laguna dengan kedalaman antara 40 (empat 

puluh) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) 

meter. 

Kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut 

yang dilindungi ditetapkan dengan kriteria berupa 

kawasan memiliki ekosistem unik, biota endemik, 

atau proses penunjang kehidupan, dan 

mendukung alur migrasi biota laut. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 
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Angka 26 

Pasal 53   

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Dihapus. 

Ayat (3) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “kawasan imbuhan air 

tanah” adalah wilayah resapan air yang mampu 

menambah air tanah secara alamiah pada 

cekungan air tanah. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

 

Angka 27 

Pasal 55 

Cukup jelas. 

 

Angka 28  

Pasal 57 

Cukup jelas. 

 

Angka 29 

Pasal 58 

Dihapus. 

 

Angka 30 

Pasal 59 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “komunitas alam” adalah 

kumpulan dari unsur alami yang meliputi 

tumbuhan, binatang, dan bentang alam. 
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Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 

Angka 31 

Pasal 61 

Dihapus. 

 

Angka 32 

Pasal 63 

Kawasan budi daya menggambarkan kegiatan dominan 

yang berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan 

demikian, masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budi 

daya lainnya di dalam kawasan tersebut. Sebagai contoh, 

pada kawasan peruntukan industri dapat dikembangkan 

perumahan untuk para pekerja di kawasan peruntukan 

industri. 

Peruntukan kawasan budi daya dimaksudkan untuk 

memudahkan pengelolaan kegiatan termasuk dalam 

penyediaan prasarana dan sarana penunjang, penanganan 

dampak lingkungan, penerapan mekanisme insentif, dan 

sebagainya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa 

penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan akan 

lebih efisien apabila kegiatan yang ditunjangnya memiliki 

besaran yang memungkinkan tercapainya skala ekonomi 

dalam penyediaan prasarana dan sarana. Peruntukan 
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kawasan budi daya disesuaikan dengan kebijakan 

pembangunan yang ada. 

Pengaturan mengenai kawasan budi daya pada ruang laut 

sama halnya dengan yang dimaksud dengan “kawasan 

pemanfaatan umum” yang terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan. 

Huruf a 

Kawasan peruntukan hutan produksi dimaksudkan 

untuk menyediakan komoditas hasil hutan untuk 

memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri, 

sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang 

ditetapkan sebagai hutanlindung dan hutan konservasi 

dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang 

tidak terkendali. 

Pengaturan kawasan hutan produksi memperhatikan 

pembentukan dan pengembangan wilayah Kesatuan 

Pengelolaan Hutan Produksi dan Rencana Kehutanan 

Tingkat Nasional. 

Huruf b 

Kawasan peruntukan hutan rakyat dimaksudkan 

untuk memenuhi kebutuhan akan hasil hutan.  

Kawasan hutan rakyat berada pada lahan masyarakat 

dan dikelola oleh masyarakat. 

Huruf c 

Kawasan peruntukan pertanian selain dimaksudkan 

untuk mendukung kedaulatan pangan nasional juga 

dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bahan 

baku industri dan penyediaan lapangan kerja. 

Huruf d 

Kawasan peruntukan perikanan dapat berada di ruang 

darat, ruang laut, dan di luar kawasan lindung. 

Huruf e 

Kawasan peruntukan pertambangan dimaksudkan 

untuk mengarahkan agar kegiatan pertambangan 

dapat berlangsung secara efisien dan produktif tanpa 

menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. 
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Huruf ee 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Kawasan peruntukan industri antara lain 

dimaksudkan untuk mengarahkan agar kegiatan 

industri dapat berlangsung secara efisien dan 

produktif, mendorong pemanfaatan sumber daya 

setempat, dan pengendalian dampak lingkungan. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan 

pariwisata“ adalah kawasan yang didominasi oleh 

fungsi kepariwisataan dapat mencakup sebagian areal 

dalam kawasan lindung atau kawasan budi daya 

lainnya di mana terdapat konsentrasi daya tarik dan 

fasilitas penunjang pariwisata. 

Kebutuhan pariwisata berkaitan dengan segala 

sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk 

pengelolaan objek dan daya tarik wisata yang 

mencakup: 

1) obyek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang 

Maha Esa yang berwujud keadaan alam serta flora 

dan fauna; dan 

2) obyek dan daya tarik wisata hasil karya manusia 

yang berwujud museum, peninggalan purbakala, 

peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, 

wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan 

alam, taman rekreasi, dan tempat hiburan. 

Huruf h 

Kawasan peruntukan permukiman harus dilengkapi 

dengan prasarana dan sarana lingkungan serta tempat 

kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan 

kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan 

penghidupan sehingga fungsi permukiman tersebut 

dapat berdaya guna dan berhasil guna. 

Kawasan peruntukan permukiman merupakan bagian 

dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik 

yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan 
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yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau 

hunian dan tempat kegiatan yang mendukung 

perikehidupan dan penghidupan. 

Huruf i 

Kawasan peruntukan lainnya mencakup kawasan 

tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan 

pertahanan keamanan. 

 

Angka 33  

Pasal 64 

Penggunaan kawasan hutan produksi untuk kepentingan 

pembangunan di luar kegiatan kehutanan dapat dilakukan 

dengan izin pinjam pakai kawasan hutan selama tidak 

mengubah fungsi kawasan hutan. 

 

Angka 34 

Pasal 66 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Penerapan kriteria kawasan peruntukan pertanian 

secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya 

kawasan pertanian yang dapat memberikan manfaat: 

a. memelihara dan meningkatkan kedaulatan 

pangan nasional; 

b. meningkatkan daya dukung lahan melalui 

pembukaan lahan baru untuk pertanian tanaman 

pangan (padi sawah, padigogo, palawija, kacang-

kacangan, dan umbi-umbian), perkebunan, 

peternakan, hortikultura, dan pendayagunaan 

investasi; 

c. meningkatkan perkembangan pembangunan 

lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan 

ekonomi sekitarnya; 

d. meningkatkan upaya pelestarian dan konservasi 

sumber dayaalam untuk pertanian serta fungsi 

lindung; 
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e. menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan 

pendapatan serta kesejahteraan masyarakat; 

f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah; 

g. mendorong perkembangan industri hulu dan hilir 

melalui efek kaitan;  

h. mengendalikan adanya alih fungsi lahan dari 

pertanian kenon pertanian agar keadaan lahan 

tetap abadi; 

i. melestarikan nilai sosial budaya dan daya tarik 

kawasan perdesaan; dan/atau 

j. mendorong pengembangan sumber energi 

terbarukan. 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Lahan pertanian pangan berkelanjutan 

merupakan bagian integral dari Peraturan 

Pemerintah ini yang ditetapkan dalam Kawasan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). 

KP2B terdiri atas lahan pertanian pangan 

berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian 

pangan berkelanjutan. 

Lahan pertanian pangan berkelanjutan berupa 

lahan irigasi, lahan reklamasi rawa pasang surut 

dan nonpasang surut (lebak), dan/atau lahan 

tidak beririgasi. 

KP2B yang ditetapkan pada tingkat nasional 

menjadi dasar dalam penetapan lahan pertanian 

pangan berkelanjutan di tingkat provinsi dan 

kabupaten/kota. 

Huruf c 

Upaya perwujudan kemandirian, ketahanan, dan 

kedaulatan pangan nasional dilakukan dengan 

pengendalian luasan pertanian tanaman pangan 

lahan basah dan/atau lahan kering paling sedikit 

77.410 (tujuh puluh tujuh ribu empat ratus 
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sepuluh) kilo meter persegi yang tersebar di 

seluruh provinsi/kabupaten/kota. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Angka 35 

Pasal 68 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Penerapan kriteria kawasan peruntukan pertambangan 

secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya 

kawasan pertambangan yang diharapkan dapat 

memberikan manfaat berikut: 

a. meningkatkan produksi pertambangan dan 

mendayagunakan investasi; 

b. meningkatkan perkembangan pembangunan 

lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan 

ekonomi sekitarnya; 

c. tidak mengganggu fungsi lindung; 

d. memperhatikan upaya pengelolaan kemampuan 

sumber daya alam; 

e. meningkatkan pendapatan masyarakat; 

f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah; 

g. menciptakan kesempatan kerja; 

h. meningkatkan ekspor; dan/atau 

i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Angka 36 

Pasal 68A 

Cukup jelas. 
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Angka 37 

Pasal 78 

Cukup jelas. 

 

Angka 38 

Pasal 82 

Cukup jelas. 

 

Angka 39 

Pasal 95 

Cukup jelas. 

 

Angka 40  

Pasal 99 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “zero delta Q policy“ 

adalah keharusan agar tiap bangunan tidak boleh 

mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem 

saluran drainase atau sistem aliran sungai. 

 

Angka 41 

Pasal 100 

Cukup jelas. 

 

Angka 42 

Pasal 101 

Cukup jelas. 
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Angka 43 

Pasal 102 

Dihapus. 

 

Angka 44 

Pasal 103 

Cukup jelas. 

 

Angka 45 

Pasal 105 

Dihapus. 

 

Angka 46 

Pasal 107 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa 

pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, 

pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta 

pemungutan hasil kayu dan bukan kayu. 

Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui 

pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin 

usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha 

pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin usaha 

pemanfaatan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan 

hasil hutan bukan kayu. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

 

Angka 47 

Pasal 107A 

Cukup jelas. 

 

Angka 48 

Pasal 108 

Cukup jelas. 
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Angka 49 

Pasal 110 

Cukup jelas. 

 

Angka 50 

Pasal 110A 

Cukup jelas. 

 

Angka 51 

Pasal 114 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Dihapus. 

 

Angka 52 

Pasal 114A 

Ayat (1) 

Dampak besar dan penting dalam pemanfaatan ruang 

dapat diukur, antara lain dengan kriteria: 

a. adanya perubahan bentang alam; 

b. besarnya jumlah manusia yang akan terkena 

dampak pemanfaatan ruang;  

c. luas wilayah penyebaran dampak;  

d. intensitas dan lamanya dampak berlangsung; 

e. banyaknya komponen lingkungan hidup dan 

lingkungan buatan yang akan terkena dampak; 

f. sifat kumulatif dampak; dan/atau  

g. sifat reversible dan irreversible dampak. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
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Angka 53 

Cukup jelas. 

 

Angka 54 

Cukup jelas. 

 

Angka 55 

Cukup jelas. 

 

Pasal II 

Cukup jelas. 
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